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BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR      TAHUN 2019

TENTANG

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 
USAHA PETERNAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Madiun perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang peternakan; 

	
	
	b.

c.
	bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha perekonomian masyarakat yang harus dilaksanakan secara tertib, aman, sehat serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

	
	
	
	

	Mengingat

	:

	1.

	
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

	
	
	11.
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/ OT.140/ 10/ 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;

	
	
	12.
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik;

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

	
	
	14.
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ PK.230/ 12/ 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras;

	
	
	15.
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/ PERMENTAN/ PP.210/7/ 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

	
	
	16.
	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

	
	
	
	

	
	
	
	         MEMUTUSKAN:

	
	
	
	

	Menetapkan
	:
	
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.

	
	
	
	


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menangani urusan di bidang peternakan.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 

7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pedet, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
8. Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ ternak potong),
telur, susu, serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
9. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produksi dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak yang dijalankan secara terarah dan terus menerus pada suatu taempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
10. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan.
11. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen. 

12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
13. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau untuk produksi.
14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan di bidang peternakan.
17. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/ atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
18. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati untuk memberikan hak melaksanakan usaha peternakan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.

19. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati untuk melaksanakan penambahan jenis dan/ atau jumlah ternak dalam jumlah tertentu setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.
20. Tanda  Daftar  Peternakan  Rakyat  yang  selanjutnya  disingkat  TPPR adalah 

pendaftaran peternakan rakyat yang diberikan untuk melakukan usaha peternakan yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memulai dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.  

21. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha. 

22. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
24. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.   

Pasal 2
Peraturan Bupati ini disusun sebagai:

a. pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha peternakan; dan
b. pedoman bagi peternak dalam melaksanakan usaha peternakan.
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada peternak dan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha peternakan.
BAB II

USAHA PETERNAKAN

Bagian Satu

Skala Usaha
Pasal 4

(1) Skala Usaha Peternakan meliputi:

a. Perusahaan Peternakan;

b. Peternakan Rakyat;

c. Peternakan Rumah Tangga.

(2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria kegiatan usahanya terdiri dari:  
a. Budidaya Ternak;

b. Rumah Potong Hewan.

Bagian Dua
Budidaya Ternak
Pasal 5

Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan kriteria jumlah ternak sebagai berikut: 
a. Ternak Besar:
1. Sapi Potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran;
2. Sapi Perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran; 

3. Kerbau paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran;
4. Kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran;
b. Ternak Kecil:

Kambing Domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran;
c. Ternak Unggas:

1. Ayam Petelur paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk produksi;
2. Ayam Pedaging paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus;
3. Itik, Angsa, dan Entok paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran;
4. Kalkun paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran; 
d. Aneka Ternak:

1. Kelinci paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran;
2. Burung Puyuh paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
3. Burung Dara paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran.
Bagian Tiga 

Rumah Potong Hewan
Pasal 6 

(1) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:

a. dilakukan di Rumah Potong Hewan;
b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Kehalalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
(4) Usaha Rumah Potong Hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
(5) Rumah Potong Hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
Bagian Empat
Peternakan Rakyat
Pasal 7

Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kriteria jumlah ternak sebagai berikut : 

a. Ternak Besar:
1. Sapi Potong 5 (lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
2. Sapi Perah 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) ekor campuran;
3. Kerbau 5 (lima) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) ekor campuran;
4. Kuda 4 (empat) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran;
b. Ternak Kecil:
Kambing Domba 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;

c. Ternak Unggas:
1. Ayam Petelur 1.000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan

ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk produksi;
2. Ayam Pedaging paling sedikit 1000 (seribu) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor per siklus;
3. Itik, Angsa dan Entok 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
4. Kalkun 100 (seratus) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
d. Aneka Ternak:
1. Kelinci 100 (seratus) sampai dengan 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
2. Burung Puyuh 1.000 (seribu) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran, dan

3. Burung Dara 500 (lima ratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran.
Bagian Lima

Peternakan Rumah Tangga
Pasal 8

Peternakan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan Usaha Peternakan dengan jumlah ternak kurang dari jumlah ternak Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak wajib memiliki izin dan melakukan pendaftaran.
BAB III

LOKASI USAHA PETERNAKAN
Pasal 9

Lokasi Usaha Peternakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Peternakan harus memenuhi ketentuan:
a. lokasi usaha berada pada lahan pertanian;
b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; 


d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Dukuh, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan Camat setempat;
e. Lokasi Usaha Peternakan Ayam Bibit harus terisolasi terhadap pemukiman penduduk dan peternakan unggas lainnya, dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari usaha peternakan lainnya;
f. Lokasi Usaha Peternakan Ayam Petelur atau Pedaging:

1. dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk;
2. berjarak paling sedikit:

a) 1.000 (seribu) meter dengan lokasi Usaha Peternakan Ayam Bibit; 

b) 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Peternakan Ayam Petelur atau Ayam Pedaging lainnya;
c) 50 (lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Peternakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/ koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;  
g. Lokasi Usaha Peternakan Sapi Perah dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk; 
h. Lokasi Usaha Peternakan Sapi Potong dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari peternakan lain yang sejenis.
Pasal 10

Lokasi Usaha Peternakan Rakyat harus memenuhi ketentuan:

a. lokasi usaha berada pada lahan pertanian;
b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;  
c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Dukuh, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan Camat setempat.

Pasal 11

Lokasi Usaha Peternakan Rumah Tangga harus memenuhi ketentuan sanitasi kandang atau hygiene sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak menimbulkan bau.
Pasal 12

(1) Bangunan usaha peternakan kegiatan Budidaya Ternak paling sedikit meliputi:

a. kandang ternak;
b. tempat penyimpanan pakan;
c. tempat pengolahan limbah.
(2) Standar Rumah Potong Hewan minimal:

a. Bangunan meliputi:

1. ruang kotor : tempat penyembelihan dan pengulitan;
2. ruang bersih : tempat pemotongan daging dan penggantungan daging;
3. alur produksi dari ruang kotor ke ruang bersih;
b. air tersedia cukup;
c. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL);
d. Dokter Hewan penanggung jawab;
e. Juru sembelih Halal yang bersertifikat.
Pasal 13

Penataan letak bangunan usaha peternakan memperhatikan aspek:
a. Keamanan; 

b. Kesehatan; dan

c. Lingkungan.
Pasal 14

(1) Setiap orang yang mempunyai usaha peternakan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, usaha peternakan dilakukan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 15

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. IUP (Izin Usaha Peternakan) bagi Perusahaan Peternakan;
b. IPU (Izin Perluasan Usaha) bagi Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya;
(3) Penerbitan IUP dan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai Lembaga OSS.
Pasal 16

Persyaratan administrasi permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) huruf a sebagai berikut:
a. NIB (Nomor Induk Berusaha);
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
c. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. foto copy pendirian Badan Hukum beserta akta perubahan Badan Hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk Badan Hukum;
f. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
g. foto copy izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa; 

h. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
i. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
j. Izin tenaga kerja asing;
k. foto copy Izin lingkungan atau SPPL; 

l. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
m. Rekomendasi teknis usaha peternakan dari Dinas teknis terkait yang membidangi fungsi peternakan dengan mengajukan permohonan rekomendasi terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
n. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh ketua RT, Dukuh, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan Camat setempat dan surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.
Pasal 17

(1) Pemohon mengajukan permohonan IUP dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

(2) Formulir sebagimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.
(3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP.
Pasal 18 
(1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP untuk dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(2) Berkas permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP.
(3) Kepala DPMPTSP menerbitkan IUP atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. 

(4) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar.
Pasal 19

(1) Apabila dalam proses pemberian IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses.
(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 persyaratan sudah lengkap, DPMPTSP menerbitkan IUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jenis dan atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.
(3) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan memperluas bangunan lebih dari 5% (lima persen) yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) persyaratan sudah lengkap, DPMPTSP menerbitkan IPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
BAB V
KETENTUAN PENDAFTARAN

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan rakyat wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (TPPR) kepada DPMPTSP.
(2) Penerbitan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai lembaga OSS.
(3) TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kedudukan sama dengan IUP.


Pasal 22

Persyaratan administrasi permohonan TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (1) sebagai berikut:

a. NIB (Nomor Induk Berusaha);
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
c. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
e. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
f. foto copy izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa; 

g. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
h. foto copy perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
i. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
j. foto copy izin lingkungan atau SPPL; 

k. Rekomendasi teknis usaha peternakan dari Dinas teknis terkait yang membidangi fungsi peternakan dengan mengajukan Permohonan Rekomendasi terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
l. Surat persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh ketua RT, Dukuh, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan Camat setempat dan surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin;
m. Surat persyaratan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan TPPR.
Pasal 23

Pemohon mengajukan pendaftaran usaha peternakan untuk memperoleh TPPR dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. 


Pasal 24
(1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan TPPR untuk dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Berkas permohonan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP.
(3) Kepala DPMPTSP menerbitkan TPPR atau menolak permohonan TPPR  berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. 

(4) Penerbitan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan TPPR dinyatakan lengkap dan benar.
Pasal 25

(1) Apabila dalam proses pemberian TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses.
(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 persyaratan sudah lengkap, DPMPTSP menerbitkan TPPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBERIAN IJIN USAHA

Pasal 26 

(1) Izin usaha peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak. 

(2) Pemegang izin usaha peternakan wajib dengan nyata-nyata dan sungguh-sungguh mendirikan dan menjalankan perusahaan peternakan sesuai dengan rencana.
(3) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/ atau bentuk apapun. 

BAB VII 

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27
(1) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak melakukan usaha peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki.
(2) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak mendapat pembinan dari Pemerintah Kabupaten.
Pasal 28

Pemilik IUP/IPU/TPPR wajib:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP/IPU/TPPR; 

b. melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP/IPU/TPPR;
c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
e. mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha peternakan sesuai dengan ketentuan teknis budidaya ternak yang baik;
f. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 29

(1) Pemilik IUP/IPU/TPPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan ijin;
c. penyegelan tempat usaha;
d. pencabutan ijin.
Pasal 30

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.
Pasal 31

(1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 maka IUP/IPU/TPPR dibekukan.
(2) Jangka waktu pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Selama masa pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik IUP/IPU/TPPR tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha.
(4) Pembekuan IUP/IPU/TPPR diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/TPPR telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/TPPR yang dimilikinya.
Pasal 32

(1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi sanksi pembekuan IUP/IPU/TPPR dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tempat usaha pemilik IUP/IPU/TPPR disegel.
(2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/TPPR telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/TPPR yang dimilikinya.

Pasal 33

(1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), izin usaha dicabut.
(2) Pelaksanaan pencabutan IUP/IPU/TPPR disertai dengan penutupan tempat usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Pasal 34

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. 
BAB IX
BERAKHIRNYA IJIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 35 

Izin usaha peternakan berakhir karena:

a. dicabut oleh yang berwenang memberikan izin usaha peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran;
b. perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit; atau
c. perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.
Pasal 36

Izin usaha peternakan dicabut karena: 

a. pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) 
bulan setelah izin usaha peternakan dikeluarkan;
b. pemegang izin tidak mentaati serta melakukan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB X
KEMITRAAN

Pasal 37

(1) Badan usaha peternakan dan/ atau Peternakan Rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.
(2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 
(3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan badan usaha peternakan dan atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
(4) Perusahaan inti hanya bisa melakukan kemitraan dengan plasma yang sudah memiliki IUP dan/ atau TPPR.
(5) Bimbingan kepada plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti berupa:

a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;

b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan

c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan usaha peternakan ini dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
Pasal 39

Pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Perusahaan peternakan yang telah mempunyai izin tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

	
	Ditetapkan di Madiun

pada tanggal  

	
	BUPATI MADIUN,
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;


2. Ketua DPRD Kabupaten Madiun;


3. Inspektur Kabupaten Madiun;


4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
    Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

    Kabupaten Madiun;

7. Arsip.
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Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun














